BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 188.342- Sll  TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR
188.342-31 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

BUPATI KEPAHIANG,

bahwa sehubungan adanya permohonan usulan
penambahan Rancangan peraturan Bupati pada
Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun
2023, maka perlu mengubah Keputusan Bupati
Kepahiang tentang Program Pembentukan Peraturan
Kepala Daerah Tahun 2023;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Kepahiang tentang Perubahan Atas Keputusan
Bupati Kepahiang Nomor 188.342-31 Tahun 2023
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukkan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023




Menetapkan

KESATU

KEDUA

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepahiang Nomor
188.342-31 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan
Peraturan Kepala Dacrah Kabupaten Kepahiang Tahun
2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diletapkan,
dengan ketentuan apabila  di kemudian hari terdapat
kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 23 Aqustuc 2023




Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 188.342- 5il Tahun 2023

Tanggal : 25 ASUK kus 2023

PERUBAHAN KEPUTUSAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR
188.342-31 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

NO Judul Rancangan Perbup Organisasi Perangkat Daerah
Pengusul
1. | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badan Keuangan Daerah
Tahun 2022

[

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Badan Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Badan Keuangan Daerah
4. | Penjabaran Perubahan APBD Tahun Badan Keuangan Daerah
2023
5. | Penjabaran APBD Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah
6. | Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Badan Keuangan Daerah
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepahiang
7. | Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Badan Keuangan Daerah

dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

8. | Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Badan Keuangan Daerah
Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023

9. | Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah

10. | Pedoman Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Masyarakat dan Desa
Anggaran 2023

11. | Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Dinas Pemberdayaan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Masyarakat dan Desa
Setiap Desa Di Kabupaten Kepahaing
Tahun Anggaran 2023

12. | Penghasilan Tetap Dan Tunjangan
Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan Dinas Pemberdayaan
Tunjangan Bahan Permusyawaratan Masyarakat dan Desa

Desa Tahun Anggaran 2023




13. | Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Dinas Pemberdayaan
Desa Dalam Wilayah kabupaten Masyarakat dan Desa
kepahiang

14. | Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Dinas Pemberdayaan
Anggaran 2023 Masyarakat dan Desa

15. | Tata Cara Pembagian Dana Desa Tahun Dinas Pemberdayaan
Anggaran 2023 Masyarakat dan Desa

16. | Standar Harga Di Desa Tahun Anggaran Dinas Pemberdayaan
2023 Masyarakat dan Desa

17. | Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dan Bagian Pemerintahan
Desa di Kabupaten Kepahiang

18. | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bagian Pemerintahan

19. | Rencana Aksi Penerapan Standar Bagian Pemerintahan
Pelayanan Minimal (SPM)

20. | Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Bagian Pemerintahan
dan Rukun Warga dan Tata Cara
Pemilihan dan Pemberhentian Ketua
Rukun Tetangga dan Rukun Warga di
Kabupaten Kepahiang

21. | Jadwal Retensi Arsip (JRA) Dilingkunagn Dinas Perpustakaan dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kearsipan Daerah
Kepahiang

22. | Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Dinas Perpustakaan dan
Arsip Dinamis (SKKA) Dilingkungan Kearsipan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepahiang

23. | Pedoman Alih Media Arsip Dilingkungan Dinas Perpustakaan dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kearsipan Daerah
Kepahiang

24. | Pedoman Program Arsip Vital Dinas Perpustakaan dan
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kearsipan Daerah
Kabupaten Kepahiang

25. | Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Dinas Perpustakaan dan
Perangkat Daerah Dilingkungan Kearsipan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepahiang

26. | Pengelolaan Arsip Dinamis Dilingkungan Dinas Perpustakaan dan
Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Kearsipan Daerah

27. | Pedoman Penyusutan Arsip Dinas Perpustakaan dan
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kearsipan Daerah
Kabupaten Kepahiang

28. | Pedoman Penerapan Aplikasi Srikandi Dinas Perpustakaan dan
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kearsipan Daerah
Kabupaten Kepahiang

29. | Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Dinas Perpustakaan dan
Kepahiang Kearsipan Daerah

30. | Transformasi Perpustakaan Berbasis Dinas Perpustakaan dan

Inklusi Sosial Kabupaten Kepahiang

Kearsipan Daerah




31. | Pembudayaan Kegemaran Membaca di Dinas Perpustakaan dan
Kabupaten Kepahiang Kearsipan Daerah

32. | Kode Klarifikasi Arsip Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

33. | Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan Melalui Taman Baca di Kearsipan Daerah
Kabupaten Kepahiang

34. | Zona Parkir Dinas Perhubungan

35. | Lalulintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan

36. | Analisis Dampak Lalulintas Dinas Perhubungan

37. | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Dinas Lingkunagn Hidup
Kepahiang

38. | Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian
Daerah Perlindungan Perempuan Dan Penduduk KBPP Dan PA
Anak Pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Di Kabupaten Kepahiang

39, | Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang
nomor 25 Tahun 2021 Tentang Badan Perencanaan
Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Kepahiang Tahun 2021 - 2026 pada
Tahun Anggaran 2023

40. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 Pembangunan Daerah

41. | Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Badan Perencanaan
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pembangunan Daerah
Kepahiang Tahun 2023

42. | Pedoman Evaluasi Intern dan Telaah
Sejawat Ekstern atas Pelaksanaan Inspektorat Daerah
Pengawasan Intern di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

43. | Manajemen Keamanan Informasi Sistem Dinas Komunikasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Informatika Persandian Dan
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Statistik
Kepahiang

44. | Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Ibu dan Anak di Kabupaten Kepahiang

45. | Penyelenggaraan Inovasi Daerah * Dinas Kesehatan
BERLIAN EMAS”

46. | Jasa Pelayanan (Remunerasi) pada Dinas Kesehatan

Puskemas PPK BLUD di Kabupaten
Kepahiang

47.

Inovasi Daerah “Posyandu Primer”

Dinas Kesehatan




48. | Revisi Status Puskesmas Pasar Dinas Kesehatan
Kepahiang

49, | Eliminasi Malaria Kabupaten Kepahiang Dinas Kesehatan

50. | Revisi Tarif Pelayanan Puskesmas Dinas Kesehatan

51. | Penetapan PPK-BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan

52. | Kebijakan Akuntasi pada Puskesmas Dinas Kesehatan
BLUD

53. | Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan
Puskesmas BLUD

54. | Struktur Organisasi pada UPT Dinas Dinas Kesehatan
Kesehatan Kabupaten Kepahiang

55. | Rekruitmen SDM pada Puskesmas Dinas Kesehatan
BLUD

56. | Penyusunan Program Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan dan
(PSP) dan Implementasi Kurikulum Kebudayaan
Merdeka (IKM) pada Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan
Sekolah Menengah Pertama Kabupaten
Kepahiang Tahun 2023

57. | Pemberian Tugas Belajar BKDPSDM Kabupaten

Kepahiang

58. | Tata Naskah Dinas di Lingkungan Bagian Organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepahiang

50. | Tata Cara Penggunaan Kartu kredit| Badan Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepahiang.

60. | Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Badan Perencanaan
Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembangunan Daerah
Percepatan Penurunan Stanting.

61. | Penyelenggaraan Pengembangan Anak Dinas Pendidikan dan
usia dini Holistik Integratif Kabupaten Kebudayaan
Kepahiang

62. | Kampanye Sekolah Sehat Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

63. | Manajemen  Berbasis Kinerja  di Inspektorat Kabupaten
Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Kepahiang
Kepahiang.

Rencana Pengendalian Kecurangan Inspektorat Kabupaten
(Fraud Control Plan) di Lingkungan Kepahiang
Pemerintah Kabupaten Kepahiang

64. | Penetapan Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Kepahiang

65. | Pedoman/Tata Cara Penanganan Inspektorat Kabupaten

Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Kepahiang




v

Kabupaten Kepahiang

66. | Saluran Pengaduan Masyarakat/Whistle Inspektorat Kabupaten
Biower System Kabupaten Kepahiang Kepahiang

67. | Perlindungan Pada Pelapor di Linkungan Inspektorat Kabupaten
Pemerintah Kahupaten Kepahiang l - Kepahiang

68. | Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Inspektorat Kabupaten
Nomor Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kepahiang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang

69. | Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Inspektorat Kabupaten

Nomor Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Kepahiang
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Menengah




